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BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR 58 TAHUN 2020
TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN BARANG /JASA BADAN USAHA MILIK DAERAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang
Badan Usaha Milik Daerah, ketentuan mengenai
pengadaan barang/jasa Badan Usaha Milik Daerah
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan
Bupati tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Badan
Usaha Milik Daerah;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten
dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3790);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3817);

4. Undang-Undang...
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah  beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang
Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun
2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan
Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan
(Lembaran Daerah Provinsi jawa Barat Tahun 2006
Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Barat Nomor 30) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14
Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank
Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan
Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2015 Nomor 6 seri E, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 185);

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor
[II/DPRD/PS.012/111/1981 tentang Pembentukan
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah
Tingkat II Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor
Tahun 1981 Nomor 3 Seri C) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5
Tahun 1991 tentang Perubahan Peraturan Daerah
Kabupaten Bogor Nomor III/DPRD/PS.012/111/1981
tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum
Kabupaten Daerah Tingkat II (Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 1993 Nomor 10);

10. Peraturan...
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10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2005
tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten
Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005
Nomor 234, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Bogor Nomor 10);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2011
tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di
Bidang Pertambangan dan Energi (Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 3) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor
Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pendirian Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD) di Bidang Pertambangan
dan Energi (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun
2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Bogor nomor 80);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 20 Tahun
2011 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 63);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2014
tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah di
Bidang Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten
Bogor Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Bogor Nomor 79);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor
Tahun 2020 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN

BARANG /JASA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.

3. Bupati...
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Bupati adalah Bupati Bogor.

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat
BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian
besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten
Bogor.

Pengadaan Barang/Jasa BUMD adalah kegiatan
Pengadaan Barang/Jasa yang pembiayaan seluruhnya
dari BUMD baik berasal dari penyertaan modal, hasil
usaha BUMD dan/atau sumber dana lainnya berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Direksi adalah organ Badan Usaha Milik Daerah yang
bertanggung jawab atas pengurusan Badan Usaha Milik
Daerah untuk kepentingan dan tujuan Badan Usaha Milik
Daerah serta mewakili Badan Usaha Milik Daerah baik
didalam maupun di pengadilan sesuai dengan ketentuan
anggaran dasar.

Media Massa adalah sarana komunikasi untuk
menyebarkan berita ataupun pesan kepada masyarakat
langsung secara luas, baik dalam bentuk media cetak,
elektronik atau cyber.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:

a.
b.

C.

prinsip, etika, dan kebijakan pengadaan barang/jasa;
pelaksanaan pengadaan barang/jasa; dan

pengadaan bersama.

BAB III

PRINSIP, ETIKA DAN KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA

Pasal 3

Prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa pada BUMD meliputi:

a.

efisien, berarti pengadaan barang/jasa pada BUMD harus
memperhatikan fungsi, manfaat dan kegunaan yang
setara atau lebih baik dibandingkan dengan anggaran
yang dikeluarkan dan menghindari pemborosan; dan

transparan, berarti semua ketentuan, tata cara, syarat
dan kriteria pengadaan barang/jasa yang ditetapkan
bersifat terbuka dan tidak ada yang ditutupi atau
disembunyikan.

Pasal 4...



Pasal 4

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa
berkewajiban mematuhi etika Pengadaan Barang/Jasa pada
BUMD sebagai berikut:

a.

melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung
jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan
ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;

bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga
kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus
dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan
Barang/Jasa;

tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak
langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;

menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan
yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak
yang terkait;

menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan
kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung
maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya
persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/
Jasa;

menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran
keuangan BUMD;

menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang
dan/atau kolusi; dan

tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak
menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah,
imbalan, komisi, dan apa saja dari atau kepada siapapun
yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan
Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 5

Kebijakan pengadaan barang/jasa meliputi:

a.

b.

memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-
besarnya (Value for Money);

memperhatikan ketepatan waktu, ketepatan jumlah,
ketepatan mutu dan kewajaran harga;

memberikan kesempatan kepada usaha mikro, usaha
kecil, dan usaha menengah;

mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan
Standar Nasional Indonesia (SNI);

mendorong pengembangan dan penerapan pengadaan
secara elektronik; dan

f. disesuaikan...
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f. disesuaikan dengan karakteristik dan bisnis proses BUMD
dengan mengacu pada best practice pengadaan yang

berlaku.
BAB IV
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
Pasal 6

(1) Pengadaan Barang/Jasa pada BUMD dapat dilaksanakan
dengan cara antara lain tetapi tidak terbatas pada:

a. tender/seleksi, yaitu diumumkan secara luas melalui
media massa guna memberi kesempatan kepada
Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi kualifikasi
untuk mengikuti tender/seleksi;

b. penunjukan langsung adalah metode pemilihan
penyedia barang/jasa dengan cara menunjuk langsung
1 (satu) penyedia barang/jasa; dan

c. pengadaan langsung adalah pengadaan barang/jasa
langsung kepada penyedia barang/jasa tanpa melalui
Tender/Seleksi/Penunjukan Langsung.

(2) Tata cara Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direksi.

(3) Dalam hal Direksi telah mengatur tata cara pengadaan
barang/jasa, maka Direksi wajib menyesuaikan tata cara
pengadaan barang/jasa dengan ketentuan peraturan ini
paling lambat 6 (enam) bulan sejak peraturan ini mulai
berlaku.

BAB YV
PENGADAAN BERSAMA
Pasal 7

BUMD dapat menggunakan pengadaan bersama dengan
sistem e-katalog yang dibangun oleh Pemerintah Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 8

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka tata cara
Pengadaan Barang/Jasa yang diatur oleh Direksi yang sudah
ada sebelum Peraturan ini berlaku, dinyatakan sah dan tetap
berlaku sampai dengan diaturnya tata cara pengadaan
barang/jasa oleh Direksi berdasarkan peraturan ini.

BAB VII...
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BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 8 September 2020
BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN

Diundangkan di Cibinong
Pada tanggal 8 September 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd
BURHANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2020 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya

PERUNDANG-UNDANGAN,

HERISON



